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ABSTRAK 

 

 

Diplomasi parlemen merupakan diplomasi yang dilakukan oleh parlementer yang 

track diplomacynya ditengah pemerintah dan non pemerintah. Indonesia memiliki 

parlemen yakni DPR RI dalam melakukan diplomasi parlemennya, dan DPR RI 

mempunyai Badan Kerja Sama Antar Parlemen untuk memperkokoh diplomasi 

parlemen demi mencapai kepentingan nasional di forum – forum internasional. 

Melalui BKSAP inilah DPR RI mempunyai ruang untuk melakukan diplomasi 

parlementer secara aktif dengan menjadi anggota, pengurus, dan dalam beberapa 

kesempatan menjadi penggagas, organisasi parlemen regional dan internasional 

serta menjalin hubungan bilateral dengan parlemen negara lain. Berbagai masalah 

kontemporer yang terkait dengan kepentingan Indonesia seperti isu-isu terorisme 

yang merupakan isu penting yang menjadi perhatian anggota DPR RI dalam 

berbagai forum pertemuan internasional di Asia Pacific Parliamentary Forum 

(APPF). 

Kata kunci : Asia Pacific Parliamentary Forum, Diplomasi parlemen, Resolusi, 

Terorisme 
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ABSTRACT 

 

 

Parliamentary diplomacy is diplomacy carried out by parliamentary whose 

diplomacy track is between government and non-government. Indonesia has a 

parliament, namely the DPR RI in carrying out its parliamentary diplomacy, and 

the DPR RI has an Inter-Parliamentary Cooperation Agency to strengthen 

parliamentary diplomacy in order to achieve national interests in international 

forums. It is through this BKSAP that the DPR RI has the space to actively carry 

out parliamentary diplomacy by becoming a member, administrator, and on several 

occasions being the initiator of regional and international parliamentary 

organizations and establishing bilateral relations with parliaments of other 

countries. Various contemporary issues related to Indonesia's interests such as 

issues of terrorism which are important issues of concern to members of the 

Indonesian Parliament in various international meeting forums at the Asia Pacific 

Parliamentary Forum (APPF). 

Key word : Asia Pacific Parliamentary Forum, Parliamentary Diplomacy, 

Resolution, Terrorisme. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

 

Penelitian ini berupaya menjelaskan diplomasi yang dilakukan oleh DPR RI 

untuk menjaga citra umat muslim dalam lingkup kasus Terorisme yang 

sebagaimana kebanyakan masyarakat Domestik maupun Internasional telah 

beranggapan sebuah tindakan terorisme ini adalah bagian dari Islam. Padahal Islam 

sendiri tidak pernah mengajarkan hal yang merugikan bagi umat  manusia baik itu 

untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Dengan banyaknya stigma bahwa aksi 

terrorisme adalah bagian dari ajaran Islam.  

Dalam membahas suatu hubungan internasional, tentunya akan berbicara 

tentang kegiatan diplomasi. Diplomasi sendiri adalah sebuah seni bernegosiasi 

dengan negara lain untuk mencapai sebuah kepentingan nasional, dan diplomasi 

biasanya dilakukan oleh seseorang yang disebut diplomat atau diplomator yang 

mewakilkan sebuah negara atau organisasi tertentu. Diplomasi yang sederhana dan 

yang paling tua adalah Diplomasi Publik yang melibatkan pemerintah dan 

masyarakat Internasional dua negara untuk melakukan negosiasi, tak hanya itu 

tetapi juga bisa negara dengan Organisasi Internasional. Dalam situasi internasional 

saat ini, diplomasi harus dilakukan untuk memperkuat hubungan dengan negara 

lain.  
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Diplomasi Publik merupakan suatu hubungan antar negara dan masyarakat 

Internasional yang memiliki beragam metode untuk menyampaikan atau 

menjelaskan kepentingan nasional dalam suatu negara dan juga kebijakannya. 

Diplomasi Publik adalah kunci untuk mempengaruhi masyarakat Internasional 

maupun domestic pada era globalisasi pada saat ini. Karena Diplomasi Publik 

adalah elemen dari diplomasi Soft Power. Dan Diplomasi Publik telah terbukti 

memiliki dampak yang besar bagi perubahan persepsi masyarakat International 

maupun Domestik. 

Indonesia merupakan Negara yang penduduknya mayoritas islam dan 

Indonesia juga merupakan negara yang umat muslimnya terbanyak di dunia. Dalam 

hal ini ada Dengan perkembangan zaman sekarang ini banyak yang membuat 

pemikiran – pemikiran baru untuk membuat suatu hal yang bisa membuat kepuasan 

tersendiri, hal tersebut bisa menimbulkan dampak positif dan negatif, tetapi tampak 

banyak sisi negatifnya. Karena kebanyakan hal tersebut hanya untuk mementingkan 

suatu individu atau beberapa kelompok saja, tidak untuk seluruh masyarakat. 

Teroris sendiri adalah pemahaman yang menyimpang dari kemanusiaan karena 

pemahaman tersebut dapat menimbulkan kerusakan – kerusakan yang mampu 

menghancurkan suatu negeri dengan terror yang diciptakan oleh gerakan – gerakan 

yang mengatasnamakan ideology fundamental yang telah menempatkan dirinya 

dalam arus ketakutan yang berdampak signifikan bagi keamanan, kenyamanan, dan 

kesejahteraan nasional maupun internasional. 

Maraknya aksi terorisme telah menimbulkan stigma bagi umat islam 

khususnya di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim. Karena pelaku 
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(teroris) kebanyakan beragama islam, mereka pun akhirnya mengklaim bahwa 

perbuatan tersebut dengan jihad fisabilillah, padahal bukan. Mereka para pelaku 

berdalih bahwa perbuatan mereka itu untuk melawan ketidak adilan pemerintah 

dalam berkuasa  dan juga dalam perwujudan penindasan yang di alami 

Negara – Negara yang berada di timur tengah yakni Irak, Afghanistan, dan 

Palestina.  

Awal mula yang membuat sorotan public nasional dan internasional 

mengenai terorisme adalah kasus 9/11 yang terjadi di Amerika Serikat. Dengan 

adanya sebuah pesawat yang menabrak gedung WTC di New York yang terjadi 

pada tanggal 9 November 2001. Setelah dari kejadian tersebut masyarakat 

Internasional memulai waspada terhadap kelompok yang melakukan aksi terror 

tersebut, dan kelompok yang melakukan aksi tersebut terindikasi beragama Islam, 

dan membuat pemahaman bahwa Agama Islam membenarkan aksi terorisme yang 

dilakukan kelompok tersebut.  

Tidak jauh dari kejadian tersebut, Indonesia juga mengalami kejaadian 

terorisme pada tahun 2002 di Bali. Serangan tersebut dikenal sebagai Bom Bali 

yang menewaskan 202 orang, dan dari banyak korban tersebut ada beberapa Tourist 

dari beberapa negara. Dari kejadian ini pemerintah Indonesia sadar bahwa kasus 

Terorisme ini sebuah ancaman yang nyata untuk dibasmi. Dan tentu pelaku dari 

Bom Bali tersebut adalah orang yang terindikasi agama Islam dan tentunya hal 

tersebut sangat membuat citra buruk Islam bahwasanya aksi terorisme adalah 

bagian dari Islam yang berdalih dari Jihad Fii Sabilillah. Dengan adanya mulai 
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serangan terorisme di Indonesia, pemerintah pun membuat sebuah Badan Nasional 

Penganggulangan Terorrisme (BNPT) pada tahun 2010. 

Asia Pacific Parliamentary Forum merupakan kumpulan parlemen di negara 

Asia Pasifik yang diadakannya konferensi setiap tahun di berbagai negara. Asia 

Pacific Parliamentary Forum (APPF) didirikan oleh mantan perdana menteri Jepang 

yaitu adalah Yasuhiro Nakasone. Pertemuan persiapan pertama Forum Parlemen 

Asia-Pasifik diadakan di Singapura pada bulan Agustus 1991. Anggota parlemen 

dari sembilan negara (Australia, Kanada, Indonesia, Jepang, Selandia Baru, 

Filipina, Republik Korea, Singapura dan Amerika Serikat) hadir. Pada bulan 

Desember 1991. Pertemuan persiapan kedua diadakan di Canberra dengan 

perwakilan dari sembilan negara asli bergabung dengan anggota parlemen dari 

Republik Rakyat Cina, Meksiko, Negara Federasi Mikronesia, Papua Nugini, 

Thailand, dan Brunei (dengan status pengamat). Pertemuan persiapan ini 

membentuk komite pengarah yang diketuai oleh Hon Yasuhiro Nakasone, dengan 

anggota dari Australia, Jepang, Korea, Thailand (perwakilan ASEAN) dan Amerika 

Serikat. (APPF, 2021) 

Dan selanjutnya Pertemuan pendiri Asia Pacific Parliamentary Forum 

(APPF) berlangsung di Tokyo pada Januari 1993. Para peserta mengadopsi 

Deklarasi Tokyo yang menentukan bidang utama kegiatan forum. Tujuan APPF 

sendirti ialah untuk memperluas kerja sama antara anggotra untuk kepentingan 

perdamaian dan stabilitas, mempromosikan perdagangan dan investasi, 

mengembangkan kerja sama regional dibidang - bidang seperti perlindungan 
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lingkungan, dan melawan kejahatan trans-nasional dan terorisme, pertukaran 

budaya dan akademik, dll. (Council) 

Saat ini Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) memiliki 28 negara 

anggota yang dibagi 4 sub wilayah yaitu : Northeast Asia, Southeast Asia, Ocenia, 

Americas. Dan adapun negara anggotanya ialah : Australia, Kanada, Chili, 

Kamboja, Kolombia, China, Ekuador, Fiji, Kosta Rika, Laos, Indonesia, Jepang, 

Mikronesia, Malaysia, Kepualauan Marshall, Meksiko, Selandia Baru, Mongolia, 

Papua New Guinea, Filipina, Peru, Republik Korea, Singapura, Rusia, Amerika 

Serikat, Thailand, dan Vietnam (Council). Bahasa resmi yang dipakai di organisasi 

ini adalah Inggris. 

 DPR RI telah menjadi anggota Organisasi Asia Pacific Parliamentary 

Forum (APPF) sejak tahun 1991. Hingga saat ini keanggotaan DPR RI di APPF 

masih aktif dan telah melakukan banyak konferensi di beberapa tempat negara 

anggota, Indonesia salah satunya pernah menjadi tuan rumah dalam konferensi 

APPF di Jakarta, Ibu Kota Negara pada tahun 2006. Dengan dilakukannya 

konferensi - konferensi ini, para negara anggota mengupayakan untuk melakukan 

visi misi dari Organisasi tersebut yaitu menjaga perdamaian di dunia, dan 

melakukan kerja sama dalam bidang apapun untuk memajukan negara – negara 

anggota 

DPR RI adalah salah satu yang hadir pada pertemuan pertama pada 

pembuatan Organisasi ini di Singapura pada tahun 1991. Sebagai salah satu 

perilisan dari APPF dan negara dengan populasi umat islam terbesar di dunia, DPR 

RI selalu mengambil singgap dalam pembahasan di forum APPF yang 



6 
 

diselenggarakan tiap tahunnya. Melihat maraknya aksi teroris yang terjadi di 

berbagai wilayah dunia, DPR RI sebagai perwakilan Indonesia yang masyaraktnya 

mayoritas umat muslim dan populasi umat muslim terbanyak di dunia, selalu ambil 

peran dalam pembahasan terorisme dan menekankan bahwa aksi terorisme itu 

bukan dari golongan apapun termasuk dari Agama Islam. 

Grafik 1.1.1 

 

                                        Sumber : Time Indonesia 

 

 

 

 

 

Dalam Diagram diatas terlihat bahwa dalam kasus penangkapan pelaku 

terorisme pada tahun 2017 berjumlah 176, pada tahun 2018 berjumlah 396, pada 

tahun 2019 berjumlah 275, dan pada tahun 2020 berjumlah 228. Dalam diagram 

tersebut terlihat dinamis dengan meningkatnya kasus dari 2017 ke 2018, dan adanya 

penurun 2018 ke 2020. 

Dengan letupan terrorisme yang terjadi di Bali yakni kasus Bom Bali pada 

tahun 2002, sehingga maraknya kasus terrorisme yang terjadi Indonesia hingga saat 

ini masih terjadi. Sebagai contoh pada tahun 2018 terjadinya bom bunuh diri di 

176

396

275

228

2017 2018 2019 2020

Penangkapan pelaku terorisme di 
Indonesia dari tahun 2017 - 2020
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Gereja Surabaya yang terjadi pada bulan Mei, dengan melakukan pengeboman 

dibeberapa titik  yakni Gereja, rususun di Sidoarja, dan Polrestabes yang berada di 

Surabaya. Jika melihat dampak dari aksi terrorisme ini mengakibatkan IHSG 

(Indeks Harga Saham Gabungan) turun lebih dari 1% (Vincentia Wahju Widajatun, 

2019). Tidak hanya itu tentunya banyak warga lokal maupun Internasional 

menyalahkan bahwa aksi terrorisme tersebut bagian dari Agama tertentu (Islam). 

Sejak APPF didirikan, DPR RI telah berperan aktif. Berbagai keputusan-

keputusan strategis yang merupakan inisiatif DPR RI telah mewarnai sidang-sidang 

APPF sebelumnya. Antara lain terkait isu strategis anti-terorisme dan stabilitas 

kawasan, antisipasi perang dagang dan kerjasama maritim serta perubahan iklim. 

(Ayu/es, 2020). Dalam kasus Terrorisme di Indonesia sendiri DPR RI dalam forum 

APPF menegaskan bahwa para pelaku Terorrisme sendiri merupakan jaringan dari 

ISIS bukan dari agama Islam yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwa ISIS adalah 

suatu Organisasi yang menyimpang dengan memegang ideologi jihadis yang 

mereka kaitkan dengan nilai –nilai dari Islam. Dengan ini DPR RI melakukan 

Diplomasi dan Kerjasama untuk melakukan aksi Counter Terrorism di Asia Pasifik 

dan DPR RI menekankan bahwa aksi terrorisme tersebut bukan dari agama tertentu 

(Islam). 

Dalam mengatasi Terrorisme Evita Nursanty mengungkapkan bahwa 

selama ini pelaksanaan diplomasi parlemen yang dilakukan oleh DPR RI dalam 

penaggulangan masalah terorisme internasional melalui forum Internasional 

diwujudkan dalam kerja sama bilateral dengan parlemen negara lain secara one to 

one, dan hubungan kerja sama multilateral. Namun demikian, peran DPR RI 



8 
 

sebagai individu dalam membangun people to people contact, juga menentukan 

keberhasilan diplomasi dalam mencapai tujuan politik luar negeri Indonesia. 

(Hendriyana, 2016) 

Sebagai seorang muslim penulis tahu bahwa Islam sendiri tidak pernah 

mengajarkan pemahaman dan  tindakan radikalisme dan terorisme. Karena yang 

penulis ketahui bahwa orang yang melakukan tindakan tersebut adalah orang yang 

sesat pikiran dan hanya mengandalkan hawa nafsunya. Karena dalam agama sendiri 

tidak ada yang mendukung atau menyerukan tindakan tersebut untuk mencapai 

kepentingan akhirat atau ke dunia setelahnya. Bahwa seluruh agama itu mengajak 

seluruh umat manusia kepada perdamaian jikalau pun ada yang menganggu 

perdamaian itu pasti ada hukumannya tertentu.. 

1.2.Rumusan Masalah 

 

 “Bagaimana Upaya Diplomasi yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia ke Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF) dalam 

menjaga citra umat muslim dalam kasus Terrorisme?” 

 

1.3.Tujuan Penelitian 

 

 Tujuan penelitian biasanya muncul dari rumusan masalah yang ada 

sehingga memberikan gambaran objektif dalam suatu masalah tertentu. Dengann 

ini tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan usaha DPR RI dalam 

menjaga citra umat muslim yang sebagaimana masyarakat Indonesia merupakan 
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umat muslim terbanyak di dunia, ada kalanya untuk menjaga nama baik dan 

tentunya menjaga perdamaian. 

1.4.Manfaat Penelitian 

 

  Manfaat penelitian dalam skripsi ini ialah : 

1. Dalam teori – teori yang diberikan dalam penelitian ini diharapkan bisa 

berkontribusi dalam akademik terkait diplomasi yang dilakukan DPR RI ke 

APPF 

2. Dalam ilmu praktiknya diharapkan dapat memberikan suatu manfaat dalam 

literatur ilmiah untuk para penstudi maupun pengamat politik, dan agama 

sekalipun agar dapat memperluas wawasan dalam bagaimana diplomasi itu 

dilakukan. 
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